MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN
HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan di bidang
pertanahan dan memberikan kewenangan yang lebih
luas kepada  Kepala  Kantor  Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan
mengenai pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan
Pendaftaran Tanah, telah ditetapkan Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas
Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

b. bahwa untuk mendukung program-program pemerintah
yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan
perumahan massal demi terwujudnya pemerataan
kesejahteraan masyarakat, perlu kebijakan yang
responsif dan dinamis tanpa mengesampingkan norma

hukum yang telah ada;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas

Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1960 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2117);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai atas Tanah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 316);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Pertanahan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan
Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran
Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 440);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1874);
Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 431);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS
TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH.

Pasal I
Diantara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan
Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 440) disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

(1) Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan dapat melebihi
luasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,
dengan pertimbangan:

a. sumber daya manusia dan sarana prasarana di
Kantor Pertanahan memadai untuk melaksanakan
pemberian hak atas tanah;

b. pelaksanaan pembangunan rumah bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR);

c. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi; dan/atau

d. kebijakan Menteri.

(2) Kepala Kantor Pertanahan mengajukan permohonan
perluasan kewenangan pemberian hak atas tanah kepada
Menteri atau Kepala Kantor Wilayah

(3) BPN sesuai dengan kewenangannya yang memuat alasan

penambahan luasan.



(4)

()

(6)

(7)

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan permohonan yang diajukan oleh Kepala

Kantor Pertanahan pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah

BPN atau Menteri memberikan pelimpahan kewenangan

pemberian hak atas tanah kepada Kepala Kantor

Pertanahan.

Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah yang

diberikan kepada Kepala Kantor Pertanahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam
bentuk:

a. Keputusan Kantor Wilayah BPN, dalam hal luasan
yang diberikan merupakan kewenangan Kantor
Wilayah BPN; atau

b. Keputusan Menteri, dalam hal luasan yang
diberikan merupakan kewenangan Menteri.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling

sedikit memuat:

a. pertimbangan;

b. jumlah luasan yang diberikan;

c. jangka waktu; dan

d. pelaporan.

Kepala Kantor Pertanahan yang telah melaksanakan

kewenangan berdasarkan Keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) melaporkan hasil

pelaksanaannya secara berjenjang.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1514



